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REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA INDUK (MASTERFPLAN) FREKUENSI RADIO UNTUK
KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO SIARAN AMPLITUDO
MODULATION (AM) PADA MEDIUM FREQUENCY [MF)
PITA FREKUENSI RADIO 535 kHz - 1605,5 kHz

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk mengalur penggunaan alokasi spektrum
frekuensi radio untuk dinas penyiaran yang menggunakan
Amplitudo Modulation (AM) pada pita medium frekuensi

radio diperlukan pengaturan kanal radio siaran;

b. bahwa untuk mengatur pengkanalan frekuensi radio siaran

AM  sesual  dengan  ketentuan  Internasional

proporsional untuk setiap wilayah, perlu disusun Rencana
Induk (Masterplan) agar frekuensi radio vang tersedia dapat
digunakan secara optimal dan efisien, serta terhindar dan

gangguan penerimaan  siaran  akibat  interferensi

pemancar radio lain di dalam negeri maupun luar negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menctapkan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Induk
[Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan
Penyelenggaraan Radio Siaran Amplitude Modulation [AN)
pada Medium Frequency (MF) Pita Frekuensi Radio 535 kHz -

1605,5 kHz;

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomeoer 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4252);



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
108, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4486); '

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang
Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4566);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang
Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah
Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis
dan Taril atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak vang
Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan
Informatika;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beherapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun
2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Qrganisasi
serta Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;



Menetapkan

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan [nformatika Nomor:
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
15/PER/M.Kominfo/06/2011 tentang Penvesuaian Kata
Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika yang mengatur Materi
Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi,

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI
RADIO UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO
SIARAN  AMPLITUDO MODULATION [AM) PADA MEDIUM
FREQUENCY (MF} PITA FREKUENSI RADIO 535 kHz - 1605,5
kHz.

BAB [
EETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan;

1.  Pemancar Radio adalah alat dan/atau perangkat
telekomunikasi wvang menggunakan dan memancarkan
gelombang radio melalui antena.

2. SBpektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita
frekuensi radia.

3. Pita Frekuensi Radic adalah bagian dari spekirum
frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.

4. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi
radio vang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.

5. lzin Stasiun Radio yang selanjutnya singkat 1SR adalah
izin untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam
bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan
terteri.

6. lzin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnyva  di
singkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada
lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

7.  Analisis Teknis adalah perhitungan dari parameter teknis
spektrum frekuensi radio agar spektrum frekuensi radio
vang ditetapkan sesuai dengan peruntukkannya dan tidak
saling menimbulkan interferensi.

8. Penetapan (Assignment] Kanal Frekuensi Radio adalah
otorisasi Menteri yang diberikan suatu stasiun radio
untuk menggunakan kanal frekuensi radio berdasarkan
persyaratan tertentu,

9.  Effective Monopole Radiated Power (EMRP) adalah daya
pancar yang disalurkan ke antena monopole dalam satuan
Watt.
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Wilayah  Layanan (Service Areaq) adalah wilayah
penerimaan  stasiun  radio  yang diproteksi  dari
gangguan/interferensi sinyval frekuensi radio lain.

Test Point adalah lokasi titik pengujian/pengukuran
kekuatan medan magnet vang merupakan batas terluar
dan suatu wilayah layanan (service area).

Menteri adalah Menteri vang ruang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya dibidang telekomunikasi.

Direktur Jenderal adalah Direketur Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber
Daya dan Peranglkal Pos dan [Informatilza.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah Unit pelaksana Teknis Direklorat Jenderal Sumber
Dayva dan Perangkat Pos dan Informatika

Pasal 2

Penggunaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk
penyelenggaraan radio siaran Amplitudo Modulation (AM)
pada Medium Frequency (MF) double sideband pita frekuensi
radio 535 kHz - 1605,5 kHz sesuai dengan Rencana Induk
[Masterplan).

BAB II
KETENTUAN TEKNIS

Pasal 3

Setiap penyelenggaraan radio siaran AM-MF double sideband
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi
ketentuan teknis sebagal berikut;

.

d.

pita frekuensi radio yang digunakan 535 kHz - 1605,5

kHz dengan jarak antar kanal 9 kHz sebagaimana

tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
yvang tidak terpisahkan darl Peraturan Menteri ini;
transmisi yang digunakan dalam siaran AM-MF meliputi:

1. iransmisi mono dengan emisi A3EGN dengan
necessary bandwidth 20 kHz;

2. transmisi stereo dengan cmisi ASEHN dengan
necessary bandwidth 20 kHz dengan sistem
Compatible-Quadrature Amplitude Modulationn (C-
QUAM);

spesifikasi pengukuran Out of Band Spurious Emission

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1T vyang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini;

menggunakan monopole antenna omni directional dengan

polarisasi vertikal;

stabilitas frekuensi radio sesuai dengan Radio Regulation

yaitu = 10 Hez;



f. spurious emisi [harmonic) vang diizinkan =-530 dBe sesual
dengan appendix 3 Radio Regulation;

g.  menggunakan EM! Power line filter wyang untuk
melindungl peralatan elektronik lain yang terhubung
pada tegangan jala-jala yang sama pada jarak tertentu
dari gangguan vang discbabkan oleh pemancar AM;

h. rasio proteksi vang diperbolehkan sesuai [TU-R BS 560
sebagal berilout:

Co —Channel 30de |
Adjacent 1 9 dB |
Pasal 4

(1}  Berdasarkan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan wilayah dan
perencanaan kanal (channeling plan) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada avat (1) mencakup
beberapa Kabupaten fKota;

{3) Perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio AM-MF
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) digunakan untuk:
a. Lembaga Penyiaran Publik — Radio Republik Indonesia
{LPP-RRI)
b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
Lembaga Penylaran Swasta (LPS); dan
d. Lembagsas Penviaran Komunitas (LPK).

o

Pasal 5

Pemancar radio siaran AM-MEF diklasifikasikan dalam:
a. kelas A (High Power] dengan EMRP = 1 kW;

b. kelas B dengan EMRP = 100 W;

c. kelas C dengan EMRP =100 mW.

Pasal 6

Pemancar radio siaran AM-MF scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 harus menurunkan EMRP scbesar 3 dB atau 50%
mulai pukul 18.00 sampai pukul 06.00 waktu setempat.

Pasal 7

Dalam hal lokasi pendirian antena pemancar radio AM- MFEF
berada di wilayah pemukiman wajib memenuhi ketentuan
besaran kuat medan (field strength) < 120 dBuV/m.

Pasal 8

EMRP untuk pemancar radio AM-MF bagi LPP-RRI

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) hural a bekerja

pada:

a. pita frekuensi radio 535 kHz - 1080 kHz menggunakan
dava pancar kelas A atau kelas B;

b.  pita frekuensi radio 1082 kHz - 1805.5 kHz menggunakan
dava pancar kelas B.



Pasal 9

EMRP untuk pemancar radio AM-MF bagi LPPL scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b bekerja pada pita
frekuensi radio 535 kHz-1605.5 kHz menggunakan daya
pancar kelas B, kecuali pada kanal 17, kanal 19 dan kanal 53.

Pasal 10

EMRP untuk pemancar radio AM-MF bagi LP3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf ¢ bekerja pada pita
frekuensi radio 535 kHz - 1605.5 kHz menggunakan daya
pancar kelas B, kecuali pada kanal 17, kanal 19 dan kanal 53.

Pasal 11

EMRP untuk pemancar radio AM - MF bagi LPK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3} hurul d menggunakan daya
pancar kelas C hanya pada kanal 17 dan kanal 19.

BAB III
SERTIFIKAT PERANGKAT RADIO

Pasal 12

Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan
untuk keperluan lembaga penylaran radio AM-MF wajib
bersetifikat dari Direktorat Jenderal.

BAB IV
PENETAPAN KANAL

Pasal 13

(1) Pembagian wilayah dan kanal frekuensi radio untuk LPP,
LPS, dan LPK untuk keperluan radio siaran AM-MF
ditetapkan berdasarkan ketentuan sehagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Kanal 53 ditetapkan untuk keperluan siaran nasional
LPP-RRI, dengan tetap memperhatikan koordinasi
internasional untuk wilayah yang berbatasan dengan
negara lain,

(3) Besaran daya pancar ditetapkan melalui tahapan analisis
teknis dan tidak melebihi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.

(4) Wilayah layanan bagi LPS, dan LPP-RKI Kelas B dibatasi
oleh Test point, penentuan Test Point dilakukan dengan
analisis teknis prediksi wilayah layanan yang dibatasi
dengan nilai kuat medan magnet (Fieldstrength) paling
besar 70 dBuV/m atau pada jarak paling jauh 15 km dari
lokasi pemancar berdasarkan prediksi groundwave.



(2)

Wilayah layanan bagi LPK dibatasi oleh Test point,
penentuan Test Point dilakukan dengan analisis teknis
prediksi wilayah layanan yang dibatasi dengan nilai kuat
medan magnet (Fieldstrength] paling besar 70 dBuV/m
atau pada jarak paling jauh 2,5 km dari lokasi pemancar
berdasarkan prediksi groundwave.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 14

Setiap penyelenggara radio siaran AM - MF wajib memiliki
izin penyelenggaraan penyiaran dan Izin Stasiun Radio
(ISR} sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setelah melalui tahapan analisis teknis dan berdasarkan
penglkanalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1).
BAB VI
EVALUASI TEKNIS

Pasal 15

Menteri dapat melakukan evaluasi teknis terhadap
penggunaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk
penyelenggaraan radio siaran Amplitude Modulation (AM)
pada Medium Freguency (MF) paling lama sectiap 3 (tiga)
tahun.

Evaluasi telknis sebagaimana vang dimaksud pada ayat
(1) meliputi antara lain:

a. analisis ketersediaan alokasi kanal;

b, observasi; dan

c. pengukuran lapangan;

Berdasarkan hasil evaluasi teknis sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyesuaian
parameter teknis.
BAB V11
PENGAWASAN DAN FENGENDALIAM

Pasal 16

Pengawasan dan pengendalian  teknis  terhadap
pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh
Direktur Jenderal.

Pengawasan dan pengendalian teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada UPT.



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penyelenggara radio siaran AM-MF yang telah memiliki ISR
sebelum  ditetapkannya Peraturan Menteri ini  wajib
menyesuaikan kanal, persyaratan teknis dan daya pancar
paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan

Menteri ini.
BAB [X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundanglkan.

Agar sernua orang mengetahuinya, memerintahlan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RE [K INDONESIA,

L

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSBUDI
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESLA TAHUN 2014 NOMOR 101

o



LAMPIRAN 1
FERATURAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

4 TAHUN 2014

TENTANG
RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO

UNTUK

KEPERLUAN

MENTERI

KOMUNIKASI

DAN

PENYELENGGARAAN RADIO

SIARAN AMPLITUDO MODULATION (AM) PADA MEDIUM
FREQUENCY (MF) PITA FREKUENSI RADIO 535 kHz -
1605,5 kHz.

PENGELOMPOKAN KANAL

Frek | Frek Frek ‘ Frek Frek
Kanal | (kHz) | Kanal | (kHz) | Kanal | (kHz) | Kanal | (kHz) | Kanal | (kHz)
2 540 26 | 756 50 972 | 74 1188 98 | 1404
3 549 g7l 75 51 a81 75 1197 99 1413
[ # 558 28 774 52 990 76 1206 | 100 | 1422
=5 567 29 783 |53 998 |7 1215 | 101 | 1431
| B 576 30 792 54 | 1008 | 78 1224 | 102 | 1440
L ¥ 585 31 801 Sha| aniE |bag 1233 | 103 | 1449
et 594 32 810 56 | 1026 | 80 1242 | 104 | 1458
|9 603 38 | 819 57 - 1035 [ =81 1251 | 105 | 1467
10 612 | 34 828 58 | 1044 | 82 1260 | 106 | 1476
11 621 35 g37 |5=995 1058 g5 1269 | 107 | 1485
12 630 36 846 60 | 1062 | 84 1278 | 108 | 1494
13 639 37 855 61 1071 | 85 1287 | 109 | 1503
14 | 648 38 864 62 | 1080 | 86 1296 | ‘110 | 1512
15 657 39 873 63 | 1089 | 87 1805 Fdma | 1521
16 666 40 882 | 64 | 1098 | 88 1812 [04e | 1530
17 675 41 891 | 65 | 1107 | 89 aos [Ddls | 1539
18 684 | 42 | 900 66 | 1116 | 90 1332 | 114 | 1548
19 693 43 909 G| 1195 [E761 34t | d4i8. | 15587
20 702 44 918 68 | 1134 | 92 1350 | 116 | 1566
21 711 45 927 | 59 | 1143 | 93 1359 | iy | 1575
22 720 | 46 936 | 70 | 1152 | 94 1368 | 118 | 1584
23 729 | 47 945 | 71 | 1161 | 95 1377 [ dig | 1593
24 738 48 | 954 | 72 | 1170 | 96 1386 | 120 | 1602
25 747 49 963 | 78 | 1179 | 97 1395
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LAMPIRAN [1
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIEA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO
UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN RADIO
SIARAN AMPLITUDO MODULATION (AM) PADA MEDIUM
FREQUENCY (MF) PITA FREKUENSI RADIO 535 kHz -
1605,5 kHe.

OUT OF BAND EMISSION

Bn (kHz) .25 dB (kHz) < -35 dB (kHz)
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Sebagaimana contoh pengukuran dengan menggunakan spectrum analyzer

berikut ini;

41 S i ! }
=B i oo N | | i - § '
3 . e e | ! R e
. . i | | g - 4 et
PR i | |
- e
Cwnger 131 tHHz Bpen 58 EHz
Res BN 208 Hz

WHH ZHS Hx Dweep E2EG w (401 prsk
-
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LAMPIRAN I11
PERATURAN
INFORMATIKA REFUBLLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

RENCANA

RADIO UNTUK
RADIO SIARAN AMPLITUDO MODULATION [AM] PADA

MEDIUM FREQUENCY (MF) PITA FREKUENSI RADIO

INDUK

MENTERI

535 kHz - 1605,5 kHz.

KOMUNIEAS]

PEMBAGIAN WILAYAH DAN KANAL

DAN

(MASTER PLAN) FREEKUENSI
KEPERLUAN PENYELENGGARAAN

Wilayah Banten yvang terdiri dari: Kab Pandeglang, Kab Lebak, Kab

Tangerang, Kab Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota

Tangerang Selatan

MNomor Kanal

| 17%

19+% | 27

35 y43

59‘ 67 ‘?5

83

92 | 100

108|116

Kab. Kepulauan Seribu

I | |
II. Wilayah DKI Jakarta yang terdiri dari: Kota
Utara, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat,

Jakarta Pusat, Kota Jakarta

Nomor Kanal 171 19%| 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49
53 [ 57 | 61 |65 [ 60 | 73 | 77 182 | 86| 90 |
94 | 98 1OQJ106‘110 114 | 118

Kab.Sukabumi, Kab. Bandung, Kota Bogor

Nomor Kanal

e

| III. Wilay-ah Jawa Barat I vang terdiri dari: Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab.
Cianjur, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. karawang,

19% | 23

31 | 3@

| 47

53 ‘ 63 | 71 | 80

96

IV. Wilayah Jawa Barat II yang terdiri dari: Kab. Purwakarta, Kab. Subang,
Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab.

104 | 120
I |

|

Cimahi, Kota Tasikmalaya

Nomor Kanal |:] 17° | 19*[ 20 [ 28 [ 36 | 44 | 53 [60 [ 65 [ 95
60 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 [101]105
| 109 | 113|117 | | ]
|




VL Wllayah Jawa Barat IIT yang terdiri dari: Kab Ciamis. ‘Kuningan, Kab

Clr_cbon Kab Majalengka, Kab Indramayu Kota CIFCbDH Kab Bdnjcu' Kab.
S umedaﬂg = S :

EE—— T 1o 21 ' 29"' 38 | 46 62 | 71 { 79

119

87 | 95 | 103|111

_ |
VI. Wilayah Jawa Tengah I yang terdm dari: Kab, Cilacap, Kota Tegal, Kab.

’I‘egdl Kz-lb Brebcs Kab Banyumas, Kab Pemalang, Kab. Purbalmgga
Nomor Kanal | 17 [19° | 27 | 35 | 43 | 58 | 67 | 75 | 83 | 91 |
| 99 [107 [ 117 ' | N

VII :'Wﬂayah Jawa Tengah T1: yz—:sng terdiri dari: Kab. W(}nosobﬁ Kab. Kenda.l
. .:Pekalongan Kab. Batang, Kab Pel{a.longan Kab. Banjarncgara Kab:.

. '-'Kebutnen, Kab. PurWorejo Kab. Magelang, Kota Semarang, Kab.
TemanggungJ Kom Semara_n ota. ‘vIagelang, Kota Salatlga '
Moot Kanal 17¢ | 19* | 23 | 31 | 39 | 47 | 538 | 63 | 67 | 71
T 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |103[107 111
il 115 [ 119 ' '
|

VIII Wilayah Jawa Tengah III yang ‘terdiri dari: Kab. Kudus, Kab. Jepara,

Kab Demak Kab. Boyelalr Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab Rembang,
Kota Surakarta Kab. Wonoglrl Kab Karanganyar Kab Blora, Kab Pati,
Kab Sragen Kab Grobogan S o

Nomor Kanal 17% | 19* | 26 | 34 [ 42 57 | 66 | 74

| 82

IX. W:Iayah DI. Yogyakarta yang ter

90 | 98

106 | 114

diri dari: Kab. Kulc:-n Progo, Kab Bantul, |

“Kabl ’qunung Kidul, Kab. Sleman,' Kota. Yogg,rakarta
Nomor Kamal -] 17* | 10* | 21 | 29 | 37 | 45 53 | 60 | 65 69
75 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101105109
113 | 117 l| ‘ "

X. Jawa Timur I Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Ka.b Trenggalek, Kab. Kediri, |
 Kab. Nganjuk, Kab. Madlun Kab. Magetan, Kab. '\IgaWL Kab. Bopncgmo
Kota Kediri, Kota Madiun, Kab I‘uban 5 S ,

Nomeor Kanal

[177 |

19

27

35 |
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